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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah memaparkan penjelasan mengenai permasalahan di atas, Penulis akan

menjabarkan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di bab-bab

sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah khusus, memiliki peran dan fungsi yang

penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan

Republik Indonesia, dikarenakan kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara.

Daerah Jakarta, sudah sangat berkembang dari sisi infrastruktur hingga

perekonomian. Pada awal tahun 2019, Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko

Widodo, mengumumkan bahwa ada rencana perpindahan lokasi ibu kota

negara Indonesia, yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan

Kabupaten Penajam Paser Utara, di Kalimantan Timur. Rencana perpindahan

Ibu Kota Negara (IKN), bukanlah sesuatu yang baru, sebelumnya rencana

perpindahan ini sudah menjadi perdebatan. Rencana perpindahan semakin

intensif di bahas, ketika melihat daerah Jakarta khususnya Pulau Jawa, sudah

tidak efektif lagi mengemban tugas dan fungsinya sebagai Ibu Kota. Bahwa

pemindahan ibu kota diperlukan agar mengurangi beban Jakarta dan

Jabotabek yang sudah menjadi pusat perekonomian hingga menjadikan

Jakarta, daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Perpindahan ibu

kota, direncanakan agar mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah

Indonesia bagian Timur. Selain itu, mendorong menjadi Indonesia Centris

yang berawal dari Jawa Centris.

2. Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam

Paser Utara, sudah ditunjuk sebagai daerah calon Ibu Kota Negara (IKN),

daerah tersebut di nilai memiliki beberapa keunggulan berbanding daerah lain

di Indonesia. Keunggulan tersebut antara lain adalah daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki lokasi potensial
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untuk di bangun infrastruktur, ketersediaan air yang melimpah menjadi salah

satu keunggulan dari kedua Kabupaten tersebut, potensi konflik sosial yang

relatif rendah dengan keberagaman pendatang, menjadikan wilayah tersebut

terintegritas karena tetap menjaga Kebhinekaan.

3. Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara,

Kalimantan Timur membutuhkan konsep status yang jelas dan terstruktur

dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai IKN, agar mempermudah,

daerah tersebut melaksanakan tanggung jawab sebagai Ibu Kota Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Daerah tersebut membutuhkan Penataan

Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten

Penajam Paser Utara. Daerah IKN, memiliki fungsi dan peran yang penting

dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara dan Kabupaten Penajaman Paser Utara sebagai daerah otonom

yang berkedudukan sebagai Ibu Kota perlu dilakukan Pemekaran Daerah

dengan menggabungkan bagian daerah dari Kecamatan yang terdapat di

Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara agar

dijadikan daerah Ibu Kota Negara. Penggabungan daerah tersebut di tetapkan

melalui tahapan prosedur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan

pada daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser

Utara sangat penting diperhatikan agar perpindahan IKN, bisa memajukan

daerah hingga memajukan kesejahteraan umum.

5.2 Saran

Melihat masalah-masalah diatas yang begitu kompleks dan berdampak besar pada

inti dari penyelenggaraan pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN), untuk itu haruslah

dilakukan beberapa pemecahan masalah tersebut, disini penulis memberikan beberapa

saran, antara lain:

1. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah perlu memperhatikan hubungan

antar susunan pemerintahan. Hubungan antar susunan pemerintahan sangat

penting untuk keberlangsungan integritas Ibu Kota Negara yang baru di
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Kalimantan Timur. Potensi daerah dan keanekaragaman daerah, yang dimiliki

Kalimantan Timur seharusnya semakin di tunjukkan dan diatur sesuai dengan

kebutuhan dan kondisi daerah tersebut, agar kekhususan yang diberikan dapat

memajukan kesejahteraan umum.

2. Dibutuhkan kajian secara teoritik maupun praktik dalam pembagian tugas dan

tanggung jawab antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Agar

pembagian kewenangan antara pusat dan daerah tidak banyak tumpang tindih

dan saling melemahkan. Pembagian kewenangan penting agar mengetahui hak

dan kewajiban dari berbagai penyelenggara pemerintahan. Khususnya untuk

pengambilan keputusan sektoral yang menyangkut kepentingan umum, yang

selama ini masih menjadi perdebatan di wilayah DKI Jakarta, untuk

kewenangan Pemerintahan Pusat atau Pemerintahan Daerah.

3. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintahan daerah

maupun pemerintahan pusat perlu ditingkatkan. Kesempatan yang diberikan

untuk masyarakat dapat berpartisipasi di segala keputusan pemerintahan

daerah maupun pemerintahan pusat yang dampaknya secara langsung maupun

tidak langsung di rasakan oleh masyarakat. Masyarakat dapat memberikan

kritik dan koreksi terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah sekiranya yang

menganggu kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan

otonomi daerah khusus.

4. Membutuhkan kesadaran serta kontribusi dari pemerintahan pusat,

pemerintahan daerah hingga masyarakat ingin melihat daerah Kalimantan

Timur, khususnya Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara

dan Kabupaten Penajam Paser Utara agar lebih maju lagi. Para

penyelenggaran pemerintahan yang ikut dalam pelaksanaan otonomi daerah

khusus diharapkan melakukan semua kebijakan dengan memperhatikan

dampak terhadap masyarakat. Agar setiap masyarakat yang mengharapkan

suatu perubahan yang menjadi lebih makmur bisa terealisasikan dengan

penyelenggaraan pemerintahan khusus.
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